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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA

BUPATI KLATEN

. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1007 teniang

ﬁjﬁnmmwmmmwmmm
dengan Undang-undang Nomeor 34 Tahun 2000, maka dipandang
purmnmmatmetpmlﬂlmmeﬁ?h}rmmﬂpmn
Klaten:

.hmmamuhmemdmhﬂmm&imm perlu menetapkan

FPeraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Tempat Ehusus Parkir,

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 temtang Pembentukan

Dacrah-dacrah  Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42y

: LTndmgqmlfangH{HmrHTﬂnmImtmmiﬂnHﬂﬂdm

Anghkutan Jalan Secria Poraturan Pelaksanasnnys (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

: IJMMWMI!TMIMWPWMM

memmmmﬁmmumm
Nomor 34 Tahun 2000 tenfang Perubahan Atas U
Nomor 18 Tahuon 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2461);

.Undmg-mdmgr«iummEETnhmlﬁ!?hnungﬁmﬁﬂﬂun

Dagrah (Lembaran Negara Talhum 1999 Nomor 60, Tambahan
I.Ernharmﬂagnuwmnr 3g39

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1099 tentang  Penimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah {Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulam Berlakunys Undang-undang Nomar 12, 13, 14, dan 15 Tahun
1930 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59y

- Peramuran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang  Retribisi

Dlaerah (Lembaran Wepara Tahun 2001 Nomor 119, Tamhahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

; I’mtmmDm:thh;panh@mlﬂiﬂﬂmHm_mrlﬂTﬂrm
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWARILAN RAEVAT DAERAH KABUPATEN ELATENM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG

TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dierah ind yang discbhut dengan:

1.
2.
3.
4,

5

=&

14,

11.

12

13

i4

(1)

Daerah adalah Kabupaten Klaten

Pomerintah adalah Pemermtah Koabupaten Klaton,

Bupati adalah Bupati Klaten,

Pejabat adalah Pepawsi vang diberi tugas khusus di bidang Retrbusi Dasrah sesual
peraiiran perundang-undangan.

Badan adalsh suatu bentuk badan usaha vang meliputi perseroan ferbatas, perseroan
komanditer, perscroan lainnya, badan usaha milk negara ataw daerah dengan nama dan
hentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atmu organisss yang
scjenis, lombaga, dana pensiun, bentuk usaha totap sorta bentuk badan wsaha lainnya.
Retribusi Dacrah adalah Pungutan Dacrah schagai pembayaran atas tempat khusus parkir,
Tempat Khusus Parkir sdalah tempai khusus parkic milik dan dikelola oleh Pemerintah
Eabupaten Klaten.

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjuinya disebut adalah retribusi atas pelayanan
penvediaan parkir yang khusus discdiakan, dimililki dan / atau dikelola Pemerintah
Dacrah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Ulsaha Milik Daerah dan
pihak swasta.

Sural Ketetnpan Retribusi Daerah vang sélanjutnya disingkst SKRD adalah  Surat
Keputusan yang menentukan bosamya jumlah rotribusi yang terutang.

Sural Ketetapan Refribusi Dacrah Jabatan vang selapjuimya disingkat SKRD jabatan
adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah yang ferutang yang diterbithkan oleh Pejabat
vang berwenang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak
memberikan bukti vang akurat kepada Pejabat yang berwenang,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang sclanjumya disingkat SKRD tambahan
adalah Surai Keputusan Retribusi Daerah vang menentukan tambahan atas jumilah
retribusi yang tclah ditctapkan.

Sural Setoran Retribusi Daerah vang sclanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran stau penyetoran rotribusi
vang terutang ke ¥oas Daerah atau tempal pembayaran Lain vang ditetapkan oleh Bupati.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atan denda.
Kas Dacrah adalah Kas Dacrah Kabupaten Klaten.

BAB 1
PEMBINAAN DAN PENGATURAN

Pasal 2

Dalam rangka pengaturan sistem dan tata tertib perparkiran termasuk penecapan tanif
retribusi parkir, maka Pemerintah berkewajiban membina dan mengatur fempat kKhusus
parkir;

(2} Pengelolaan tempat khusus parkir dapat dikerjasamakan.

(3

Kerjasama schagaimann dimaksud pada ayal (2) harus mendaspatkan persetujuan dari
Drewan Perwakilan Rakvat Daerah.




BAB m
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3
(1) Hak dan kewapban pengusahasn Tempal Khusus Parkir adalsh -

a, Menyediakan tempat dengan batas-hatas vang nyata.

b. Menjamin keamanan kendaraan vang di parkir di tempat khusus parkir.

€. Menerima pembayaran jasa dari pemnilik kendaraan yang diparkirkan di tempat Khusos
parkir.

d. Memberikan tanda bukli pembavaran kepada pemilik kendaraan vang felah membayar
dan =ckaligus schogni sustu tands bukti scscorang telsh memarkicken kondarasan di
tempal khusus parkir,

¢ Memberikan ganti rugi atas kehilangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

e (?) Hak dan kewajiban pemilik kendaraan adalah mendapal jaminan keamanan atas
kendaraan yang diparkirkan dan membayar scjumish uang vang menjadi kewajibannya
gerta menyimpan tanda bukti parkir dengan baik.

BAB IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Dengan Nama Retribusi Tompat Khusus Parkir dipungut reinbusi aias jesa ponyedinan
fasilitas dan pelayanan tempat kKhusus parkr,

{Z) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas dan pelayanan tempat khusus parkir.
(3) Subyck Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atou menikmaii
| Jasa pelayanan empat khusos pardar,
BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal §
Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan scbagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JAEA

Pasal &

Tmghkst pengownsan s dlwhng berdasarkan golongan tempat khusus parkir dan jenis
kendaraan yang mengsunakan wompat khusos parkir.



BAB VTI
PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Pmmpdmumnmmmhmdmmnﬂmﬂmmm
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana Keuntungan yang panias
diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi sccara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.

BAB VHI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Strukiur dan besarmya tarif retribusi uniuk setiap jenis vsaha pelayanan tempat khusus parkir
ditetapkan sebagai berikut :

Uniuk kendaraan roda dua sebesar Rp.200,- [dmnm:ru;:iah]pe:?.{ﬂm}jnnpum
untuk 3 (tiga) jam berikuinya atau bagian-bamannya dikenakan tanf tambahan sebesar
sama dengan tarif semula;

Untuk kendarsan bermotor roda dua mﬂpiﬂﬂ,-{ﬁmnrmﬂq&nh}pu?{ﬂp}jm
pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagiannya dikenakan tanf tambahan
sebesar sama dengan tarif semula;

Uintuk kendaraan bermotor roda empat scbesar Bp. 1.000,- (seribu rupiah) per 3 (tiga) jam
pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagianmya dikenakan tarif tambahan
schesar sama dengan tarif semula;

Untuk kendaraan bermotor roda enam sebesar Rp. 3.000,~ (tiga nibu rupiah) per 3 (tiga)
jum  pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagiannya dikenakan  tarif
tambahan sebesar sama dengan Larif semula;

Uniuk kendaraan bermotor beroda lebih dari enam scbesar Bp. 3,000,- (lima ribu ruplah)

por 3 (tiga) jam pertama; untuk 3 (tiga) jam beriluinya atou bagian-bagiannya dikenakan
tarif tambahan schosar sama dengan tarif scmula,

BAB IX
WILAY AH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Paual 9

Retribusi yvang terutang dipungut di dalam Wilayah Dacrah.

Pasal 10
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dipersamakam.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Paaal 11

117 Pamuneatan reirmbua Bdak dapat diborongkan.




BAB XI
SANKE] ADMINIS TRASI

Pasal 12

Dﬂamh:quiihRatﬁhmiﬁda&nmhquhpﬂp.&uw atau kurang membayar,
dikmnkmumkm’wﬂnﬁ&tnﬂbnmmhmynhmé%{dmm}mﬁapbuhnﬁi
bmamyamﬁhtﬂyangi:ﬂﬂﬂ?ﬂiﬁdﬂmkmhawrdmdiuﬁhm
menggunakan STRID,

BAB X1l
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran retribusi dilakukan cﬁK:aDa&mhmmpnlhinymdim:iukukhEupaﬁ
sesum dengan wakiu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD jabatan
dan SKRD Tambahan:

(2) Apabila m@#mmmmmﬂmnmnmmmm
l‘&ﬁhmihmuﬁamuﬂuﬂmﬂnhnhﬂ-hmhmynllidjnmﬂmdahmw;ﬂu
yang ditentukan olch Bupati:

ﬁlhpﬂhﬂnpmbaynmmhih-idﬂ-lmkmmhhhwﬂmmmlnhhdhmm
mwwmwﬂileﬁmmmmw
sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pazal 14
IllFﬂnba}wmuihuaihmmdﬂ:umkmmmmndum:
E]BMMPWrmmmmimkMWﬂwm

erﬂdhnﬂﬁnﬂmgduhhrmnmﬂuﬁmﬂquhhhmmmﬁm
vang ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran retribusi schagaimana dimaksud pada ayar (2), harus dilakukan
secara teratur dan berturut-turut:

{ﬂrmmmmmmnmmgummummmmmbaymﬂmmmm
mrmubm:ﬁﬂmﬂwmﬂ]dmayﬂﬂhﬂdq}mm

Bupati
Pasal 15

(1) Setiap pembayaran retribusi schagaimona dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini
ﬁbﬂﬂkmlmdahu}:ﬂp:mhﬂﬂran;

(2) Setiap Pembayaran dicatal dalam buku penerimaan;

{3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pencrimaan dan tanda bukti pembavaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) difetapkan oleh Bupati.




BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16
(1) Surat Teguran atau surat peringaran atau surat lain scjenis schagai awal tindakan
mhhmmmmhnrﬂﬂnﬂﬁkdmim?{hﬁh}hmjmﬁmm

(2) uﬂmjmmnmmmmwmmmmmm

(3} Surat Teguran atan surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayai (1) dikcluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

w'wmrwmmmmmm

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 1¥

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retrbusi dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribus.

(4) Tata cara pemberian pengurangan, kermganan dan pembebasan retribug schagatmana
dimaksud pada ayat { 1) ditctapkan oleh Bupati.
BAB XV
EADALUTWARSA PEMNAGIFLAM
Pasal 19

fHTMTMMMW&MJ(@}Wm
saal forutangnya ust keouali apabils Wajib Retribusi melakukan tindak pidana
& bidang retribusi, oo
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud avai (1) tertangguh apabila:

& Dsterbitkan Surat Teguran; i

5. Ads pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

BAB XV1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Walh Rewibusi yang tdak melaksanakan kewajibannya, schingga memugikan kewmgan
Diaersh dancam padena kurungan paling lama 6 (enam) bulan stan denda paling banyak 4

(cempat) kafi jumish retribusi yang terutang.
(Z) Tindak pedans schasmmana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.




BAB XVl
PENYIDIKAN

Pagal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilinglungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
it bagai il | k) il ke pad £ bid kst
Dagrah, schapaimana dimaksud dalam Undanp-undang Hukum Acara Pidana vang
berlaku.

{2} Wewenang penyidik sobagmimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
& Menerima, mencari, mengumpulkan dan menefiti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retrbusi Daerah agaer keterangan atau laporan tersebut
monjadi lebih lengkap dan jelas;

%WMHNMWWMMMﬁm
roin :

e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi aton badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
tindak nidana di bid husi Diasrah:

g, Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukli pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokmen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

| f. Meminta bantuan tenaga ahli dslam rangka pelaksanaan ugas penyidikan tndak
| pidana di bidang retritusi Dacrah;

g Momyuruh borhonti dan / stan melarang sescorang meninggalkan roangan atou tempot
pada saat pemenksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

i d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumcn-dokumen lain berkonaan dengan

< L Memanggl orang untuk didengar keterangannya dan dipenksa sebagai tersangka ataun
salksi;

1. Menghontikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain vang periu uniuk kelancaran penvidikan tindak pidana di
bidang retribusi Dacarh menurut hukum yang dapat diperanggungjawabkan.

(3) Penyidhk schagmmana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan divmiainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penvidikannya kepada Penuntol Umum melabn Penyidik Pejabat
Polisi Megarn Republik Indonesia scsuai dengan ketentuan yang distur dalem Undang-
undang tentang Hulkum Acara Pidana vang berlaku.

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
(1) Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah

Per
Tingkat II Klaten Nomor 11 Tahun 1986 tentang ljiin Usaha Titipan Sepeda dinyatak
" tidak berlaku lagi.
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Pasal 23
Perafuran Daerah imi mula berfaku pada tanggal ditetaplan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan  Peraturan Dacrah i
dengan pensmpatannya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
_pada tanggal 16 Juli 2002
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Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 Juli 2002
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

TEMPAT KHUSUS PARKIR

L PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
Z000 dan Peraturan Pemeriniah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka

dipandang periu mengatur Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dalam
pe Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
b Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tontang Retribusi Dacrah BAB V
Pasal 7 Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Jenis Retribusi Jasa Usaha.
II. FENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Angka 1 8/d 6 © Cukup jelas

Angka 7 . Tempat Khusus Parkir milik dan dikelola
olch  Pemcrintah  Kabupaten  Klaten
penentuan  lokasinya  distur  dengan
Keoputusan Bupati.

Angka 13 : STRD adalah esomacam formulic tertemiu
vang disediakan olch Pemeriniah Daecrah
agar membantu memperdancar bag  Wagjib
Retribusi dalam memberi informasi / data-

- data yang diperiukan Pemenntah Daarah
.- dalam proscs penctapan/peneniuan Retribusi
I SKRD.

Angka 14 ¢ Cukup jelas.

Pasal 2 ¢ Cukup jelas

Pasal 3 : Culup jelas

Pasal 4 1 Cukup jolas

Paesl § : Culup jelas

Pasal 6 1 Cukup jelas

Pasal 7 : Culoap jelas
Pagal 8 : Dasar penghitungan besamya tarif diuraikan



Pasal 9

Pasal 110

Pasal 11

Pazal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 1t

Pasal 1T

Puasl 18

Pusal 19

Poaal i

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

-  Berdasarkan Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 ieniang Pajak Decrah dan
Retribosi Dacrah yang felah  diubah
dengan  Undang-ondang Nomor 34
Tahun 2000 Pasal ini mempunyai
prmerp dan  sasaran dalam  penetapan
tarif dengan ketentuan : untuk retribusi
jasa usaha ditetapkan berdasarkan fujuan
unluk memperoleh keunfungan vang
lavak,

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang
dipersamakan antara lan  berupa  karos
kupon, kartu langganan

Cukup peles

Cukup jelia

Ciabougy geslies

(kK palng

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jolas

Culup polas

Cukup jelas

Peryidik di bidang Retribusi Daerah adalah
Pejabat Pegawai Neogen Sipil Tertenmtu o
lingkungan Femerintah Daerah  vang
dinngkat oleh Mentorn Kehakiman sesum
dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku,

Cukup jelas

Cukup jelas



